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PENETAPAN
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Zooem Z
SelEhs o

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
yang diajukan oleh :

Jihad Maolana Bin Ruslani, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Taman Balaraja Blok
A7 No 38 Rt. 04 Rw. 07 Kelurahan Perahu Kecamatan
Balaraja Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai
Pemohon I.

Sukma Aulia Pratiwi Binti Suparno, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Taman Balaraja Blok A.7 No 38 Rt 04 Rw 07 Kelurahan Perahu
Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Provinsi Banten,
sebagai Pemohon II.
Selanjutnya Pemohon | bersama dengan Pemohon Il disebut

para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 07 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Tigaraksa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor

177/Pdt.P/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah menurut agama Islam
pada tanggal 15 April 2018 di .wilayah Kantor Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang dengan wali nikah adalah kakak
kandung Pemohon Il bernama yang bernama Ardi Prayogi, yang dengan
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maskawin berupa uang Rp.300.000,- dan dihadiri oleh dua orang saksi
masing-masing bernama Setiono dan Uswad Waspodo;

2. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada halangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara’ maupun halangan
undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan
Pemohon | dengan Pemohon lI;

3. Bahwa saat menikah Pemohon | berstatus jejaka berusia 17 tahun dan
Pemohon Il berstatus perawan;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il diakuriai satu
orang anak yang bernama Anindya Misha Arvita, perempuan , lahir di
Tangerang 04 Juli 2018

5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada
pihak keetiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan
selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk alas
hukum dalam pengurusan akta nikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon |, Jihad Maolana Bin
Ruslani dengan Pemohon Il, Sukma Aulia Pratiwi Binti Suparno yang
dilaksanakan pada tanggal 15 April 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kresek;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat

lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya
permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 07 Februari 2019 untuk masa

pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama
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masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan
Agama  Tigaraksa sehubungan dengan permohonan Pengesahan
Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir
di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak
ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah
menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah
pula dinasehati oleh majelis hakim berkaitan dengan isbat nikah yang diajukan
oleh para Pemohon dan selanjutnya para Pemohon mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa pencabutan yang diajukan oleh para Pemohon tidak
bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, maka majelis hakim patut
untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3
tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,
maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para

Pemohon;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 0177/Pdt.P/2019/PA.Tgrs tertanggal 07
Februari 2019, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 341000,- ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
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Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tigaraksa pada hari Jumat, tanggal 22 Februari 2019 Masehi
bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Drs. H. Zaenal
Musthofa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy dan Drs. H.
Muslim S, S.H., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh
Nurjanah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para
Pemohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Drs. Akhmadi, M.Sy Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.
Panitera Pengganti,

Nurjanah, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00,-
- ATK Perkara :Rp 50.000,00,-
- Panggilan :Rp 250.000,00,-

- Redaksi :Rp 5.000,00,-
- Meterai - Rp 6.000,00.-
Jumlah :Rp 341.000,00,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
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